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Abstrak 
Penelitian ini mengkaji peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan 
membandingkan persamaan dan perbedaan partisipasi masyarakat Indonesia dan Jepang pada aspek 
penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif komparatif 
berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat bentuk-bentuk partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar di Jepang dan Indonesia, yakni: a) menjadi 
Guru Pendamping (Tutor), b) terlibat dalam Kepanitiaan Sekolah, c) terlibat dalam Asosiasi Guru dan 
Orangtua, d) menjadi Relawan (volunteers), e) membentuk Komite Sekolah, dan f) membentuk Asosiasi 
Orangtua dan Anak. Adapun unsur-unsur masyarakat  yang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan Sekolah Dasar di Jepang dan Indonesia, yakni: a) orang tua/wali siswa, b) tokoh masyarakat, c) 
alumni, d) anggota komite sekolah, e) pemilik yayasan, f) para ahli, dan g) mahasiswa. 
 
1. Pendahuluan 
Masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari pendidikan sehingga peran 
aktif masyarakat akan sangat menentukan kualitas pendidikan. Masyarakat sama sekali 
tidak bisa terlepas dari proses-proses pendidikan, hal ini antara lain disebabkan oleh dua 
alasan; Pertama, proses pendidikan itu terjadi di masyarakat yang oleh karena itu 
dinamikanya harus mengikuti irama kebutuhan kehidupan masyarakat. Kedua, potensi 
masyarakat yang sangat besar harus diberdayakan untuk kepentingan pengembangan 
dunia pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 
pemerintah dan masyarakat (Masrukhi, 2015:1). 
Besarnya peranan masyarakat dalam bidang pendidikan terutama pendidikan di 
sekolah dasar sangat disadari oleh semua negara di dunia dengan semakin meningkatnya 
investasi pemerintahnya pada sektor tersebut dari tahun ke tahun. Memperhatikan penting 
dan peranannya yang demikian besar itu, sekolah dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-
baiknya (Bafadal, 2012:11). Bahkan jika berkaca pada negara tetangga seperti Singapura, 
ketika Lee Kwan Yu menjabat sebagai Perdana Menteri, program pertama yang beliau 
kembangkan adalah Pendidikan Anak Usia Dini tentu dengan maksud agar mampu 
menjamin kesuksesan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (Mulyasa, 2012:10). 
Selanjutnya, di belahan benua Asia yang lain, Jepang yang dijuluki negeri Sakura juga 
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tercatat sebagai negara terbaik yang mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap 
penyelenggaraan pendidikannya terkhusus pendidikan dasar. 
Di Jepang sekolah dasar merupakan suatu jenjang pendidikan yang sangat 
diperhatikan oleh pemerintah, hal itu didasarkan pada presentase school attendance yang 
sangat tinggi. Menurut sejarahnya, sejak tahun 1873 angka partisipasi anak usia sekolah 
telah mencapai angka yang relatif baik yakni mencapai 39,9 persen ketika bangsa-bangsa 
lain masih buta dengan pendidikan, kemudian meningkat menjadi 41,2 persen pada tahun 
1879. Selanjutnya pada tahun 1890 setelah kewajiban sekolah diperkuat dan digunakan 
langkah-langkah intensif, angka partisipasi naik mencapai 65,1 persen. Setelah 
pendidikan gratis di sekolah dasar diterapkan pada tahun 1900, total angka partisipasi 
meningkat dan mampu mencpai rata-rata 81,5 persen. Dua tahun kemudian yakni tahun 
pada 1902 meningkat mencapai rata-rata 91,6 persen. Akhirnya, pada tahun 1915 sampai 
sekarang angka partisipasi sekolah dasar menjadi 99 persen lebih atau mencapai 100 
persen. Angka partisipasi ini bahkan melebihi angka partisipasi pre-school (Taman 
Kanak-Kanak) yang baru mencapai 60 persen (Numano, 2011:6). Sehingga dengan 
demikian tingkat buta huruf atau masalah belajar lain di Jepang, praktis nol atau tidak ada 
(www.japan.ahk.de, 2017). Tingginya angka partisipasi ini membuktikan bahwa sekolah 
dasar menjadi sebuah lembaga pendidikan yang penting untuk semua warga negara 
Jepang. 
Pada aspek prestasi akademik, pendidikan di Jepang menunjukkan hasil yang 
sangat baik, hal ini tercermin dari hasil pengukuran kualitas siswa yang diselenggarakan 
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui 
Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 untuk menguji 
performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun pada bidang sains, literasi 
membaca, dan matematika. Berdasarkan rangking negara-negara peserta, Jepang 
menduduki urutan kedua setelah Singapura dari 70 negara sebagai negara terbaik dalam 
prestasi akademik bidang sains, literasi membaca, dan matematika (www.oecd.org, 
2016). Lebih unggul dibandingkan negara-negara Eropa dan Amerika. Bahkan mampu 
mengalahkan Finlandia yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaiknya yang hanya 
mampu mengisi pada nomot urut lima. Adapun Indonesia berada pada urutan ke-62 dari 
70 negara yang di survey dan hanya mampu unggul dari 8 negara lain seperti Brazil, Peru, 
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Lebanon, dan beberapa negara kecil lainnya. Penguasaan atas ketiga bidang dalam 
penilaian tersebut dianggap mampu menunjukkan tingkat kemampuan seorang anak 
dalam mengimplementasikan masalah-masalah di kehidupan nyata, mulai identifikasi 
persoalan hingga aplikasi solusi sesuai konteks (Sugihandari, 2015). 
Pada aspek moral, pendidikan di dasar sekolah Jepang lebih menitikberatkan pada 
pentingnya moral. Moral menjadi fondasi yang ditanamkan secara sengaja (by design) 
pada anak-anak di Jepang. Bahkan dalam kurikulumnya terdapat satu mata pelajaran 
khusus yakni pendidikan moral (moral education) yang mengajarkan anak tentang 
pentingnya nilai-nilai moral, saling menghargai dan hidup rukun dengan sesame, mata 
pelajaran ini sudah terintegrasi dengan mata pelajaran lainnnya. Sejak masa lampau, tiga 
agama utama di Jepang, yakni Shinto, Buddha, dan Confusianisme, serta spirit samurai 
dan bushido, memberi landasan bagi pembentukan moral bangsa Jepang. Filosofi yang 
diajarkan adalah bagaimana menaklukan diri sendiri demi kepentingan yang lebih luas. 
Dan filosofi ini sangat memengaruhi serta menjadi inti dari sistem nilai di Jepang. Anak-
anak diajarkan untuk memiliki harga diri, rasa malu, dan jujur. Mereka juga dididik untuk 
menghargai sistem nilai, bukan materi atau harta. 
Di sekolah dasar, anak-anak diajarkan sistem nilai moral melalui empat aspek, yaitu 
Menghargai Diri Sendiri (Regarding Self), Menghargai Orang Lain (Relation to Others), 
Menghargai Lingkungan dan Keindahan (Relation to Nature & the Sublime), serta 
menghargai kelompok dan komunitas (Relation to Group & Society). Keempatnya 
diajarkan dan ditanamkan pada setiap anak sehingga membentuk perilaku mereka. 
Pendidikan di Sekolah Dasar Jepang selalu menanamkan pada anak-anak bahwa hidup 
tidak bisa semaunya sendiri, terutama dalam bermasyarakat. Mereka perlu memerhatikan 
orang lain, lingkungan, dan kelompok sosial. Tak heran kalau kita melihat dalam 
realitanya, masyarakat di Jepang saling menghargai. Di kendaraan umum, jalan raya, 
maupun bermasyarakat, mereka saling memperhatikan kepentingan orang lain. Rupanya 
hal ini telah ditanamkan sejak mereka berada di tingkat pendidikan dasar.  
 
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif komparatif dan metode studi literatur. 
Penelitian deskriptif komparatif pada dasarnya adalah penelitian yang berusaha untuk 
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menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosesur kerja, ide, dan 
kritik terhadap orang. Dapat juga dimaksudkan membandingkan kesamaan pandangan 
dan perubahan pandangan orang, grup, atau negara terhadap kasus, terhadap peristiwa, 
atau terhadap ide. 
Pada intinya desain penelitian deskriptif komparatif adalah penelitian yang 
berfokus persamaan dan perbedaan antar unit (Neuman, 2017). Penelitian ini dilakukan 
untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat 
objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu (Sugiyono, 2007). 
Adapun metode studi literatur (literature study), yaitu suatu metode berupa 
pencarian referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang sedang 
dikaji. Referensi dieroleh melalui buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan situs-situs 
di internet. Sedangkan prosedurnya ada tiga tahap, yakni; pengumpulan data, analisis, dan 
kesimpulan. 
 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Indonesia 
Keberadaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah 
keniscayaan bahkan diatur  sedemikian rinci dengan maksud agar kontribusi dari 
masyarakat bisa maksimal. Bahkan dalam kondisi tertentu peran serta masyarakat bisa 
menjadi wajib sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 5. Yang perlu 
menjadi bahan renungan adalah apakah regulasi yang mengatur tentang peran serta 
(partisipasi) masyarakat tersebut telah terimplementasikan secara baik di lapangan 
ataukah belum. 
Keterlibatan orang tua dapat dimaknai sebagai suatu bentuk partisipasi orang tua 
dalam upaya membantu pendidikan di sekolah untuk mengembangkan pembelajaran dan 
perkembangan peserta didik dalam rangka meningkatkan proses dan hasil pendidikan di 
sekolah. Partisipasi orang tua tersebut harus berbasis kemitraan dan saling 
menguntungkan kedua belah pihak, yaitu orang tua peserta didik dan sekolah selaku 
penyelenggaran pendidikan (Olsen & Fuller, 2003). Sedangkan Epstein (1996) 
memberikan penjelasan yang lebih luas tentang partisipasi orang tua yaitu suatu 
kemitraan yang terjalin antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan 
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gambaran tentang bagaimana para peserta didik belajar dan berkembang di lingkungan 
utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Indonesia 
Seiring meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, turut 
mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
dengan beragam bentuk. Diantara bentuk keterlibatan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Indonesia dicontohkan oleh SD 
Muhammadiyah 2 Pontianak yakni menggunakan pendekatan partisipatif untuk 
merangkul masyarakat sekitar dalam mewujudkan visi sekolah. Hal ini dilakukan untuk 
memberikan akses dan aspirasi yang lebih luas kepada masyarakat sebagai bagian dari 
komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, staf administrasi, komite sekolah, orang 
tua/wali murid, alumni dan stakeholders) sehingga mereka mampu berkreasi dan 
mengambil bagian dalam menyukseskan pelaksanaan program-program sekolah (Zaini, 
Zakso, & Syukri, 2012:11). Sekolah unggulan ini juga melibatkan anggota komunitas 
sekolah dalam pengambilan keputusan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
program sekolah sampai evaluasi program sekolah.  
Pada konteks yang lebih substansi keterlibatan orang tua dan komite sekolah dapat 
dilakukan dengan terlibat aktif dalam penyusunan RAPBS, sebagaimana yang dilakukan 
di SDN Cibeusi. Hadirnya komite sekolah dalam merumuskan rencana anggaran dan 
kegiatan sekolah menandakan bahwa program sekolah yang direncakan merupakan hasil 
kesepakatan bersama sehingga masing-masing merasa bertanggung jawab untuk 
merealisasikannya. Selain itu pada level operasional, orang tua dan komite sekolah juga 
dihadirkan pada kegiatan-kegiatan tahunan yang diadakan sekolah misalnya pada 
kegiatan pesta Saman yang dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran. Pesta Saman ini 
merupakan ajang silaturrahim antar guru, orang tua, komite sekolah dan stakeholders 
bahkan pendanaan dari kegiatan ini ditanggung oleh para orang tua siswa.  Hal yang sama 
juga dilakukan oleh SDN Jatinangor,  partisipasi dan keterlibatan komite sekolah dan org 
tua berupa penyusunan dan pembuatan keputusan, dukungan pelaksanaan pelayanan 
pendidikan dan pengawasan pendidikan di sekolah dalam merumuskan RAPBS 
(Rahmawati, 2012:88-89). 
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Sedangkan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan peningkatan mutu 
Sekolah Dasar dapat berbentuk; (1) pemberian masukan dan pertimbangan terhadap 
program sekolah, (2) melakukan koordinasi dengan dalam merealisasikan program, (3) 
mengkritisi program dan implementasinya, (4) membentuk peguyuban kegiatan, (5) 
memberikan sumbangan dalam bentuk dana/pikiran/tenaga/sarana, (6) mendukung dan 
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, (7) mengevaluasi/mengawasi program sekolah, (8) 
menjadi partner dalam melaksanakan program pembelajaran, dan (9) menjadi mediator 
antara sekolah-masyarakat- instansi terkait (Timan, 2014:286). 
Di tingkat Madrasah Tsanawiah (MTs), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat 
dalam penyelanggaraan madrasah dibagi dalam tiga bagian, sebagaimana yang 
diimplementasikan oleh MTs Muhammadiyah 3 Al Furqon Banjarmasin (Mof, Khairani, 
Khaliq, 2013:74), yakni sebagai berikut (a) Partisipasi sebagai Pengurus Komite 
Madrasah; (b) Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan-Kegiatan Sekolah/Madrasah; dan 
(c) Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan Sekolah/Madrasah. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat 
dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Muhammadiyah 3 Al Furqon Banjarmasin 
tidak lagi diartikan secara sempit (tidak hanya terbatas pada pembiayaan, pendanaan fisik 
maupun materiil) namun telah dipahami secara luas yang mencakup keseluruhan aspek 
tentang kelangsungan pendidikan sehingga hal ini memunculkan rasa tanggung jawab 
sekaligus upaya untuk memelihara dan melestarikan pendidikan sebagai bagian dari 
kehidupan. 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Jepang 
Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang 
cukup tinggi bahkan menjadi negara nomor dua setelah Australia di benua Asia & 
Oseania pada tahun 2007, hal ini tidak lain dikarenakan oleh sistem pendidikan Jepang 
yang sangat memadai dalam membentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berkarakter. Pembinaan generasi di Jepang dimulai dimaksimalkan sejak usia sekolah 
dasar sehingga wajar anak-akan usia sekolah disana menempati rangking tinggi dalam 
kompetisi tingkat internasional. Salah satu buktinya bisa kita melihat dari hasil Program 
for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 dimana Jepang termasuk 
negara yang memperoleh nilai tertinggi kedua setelah Singapura dalam bidang sains, 
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literasi membaca, dan matematika. PISA ini berfungsi untuk menguji performa akademis 
anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun pada 3 bidang yakni sains, literasi membaca, 
dan matematika. 
Mempelajari sistem pendidikan di Jepang memang menjadi hal yang menarik sebab 
banyak hal baru yang akan ditemukan jika dibandingkan dengan sistem pendidikan yang 
ada di Indonesia.  Pada aspek partisipasi masyarakat utamanya orang tua, pendidikan di 
Jepang secara kultural dan turun temurun diikat oleh sistem nilai yang kuat tentang 
pentingnya kerja keras, kemandirian dan semangat kerjasama. Di Jepang kerjasama 
antara sekolah, keluarga, dan penduduk lokal merupakan hal penting dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan yang kondusif demi 
kenyamanan anak-anak dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah bahkan di 
rumah.  
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Jepang 
Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Jepang cukup 
beragam baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Bentuk-bentuk tersebut 
antara lain dijelaskan sebagai berikut:  
a. Menjadi Guru Pendamping (Tutor) 
b. Terlibat dalam Kepanitiaan Sekolah 
c. Terlibat dalam Saturday Class 
d. Terlibat dalam Asosiasi 
e. Menjadi Relawan (Volunteers) 
 
 
 
 
 
 
 
Baharuddin, Busra Bumbungan  
Halaman 44 dari 464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. 
Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia dan 
Jepang  
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Penyelenggaraan 
Pendidikan 
Sekolah Dasar 
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah 
Dasar Jepang: 
a. Menjadi Guru Pendamping (Tutor) 
b. Terlibat dalam Kepanitiaan Sekolah 
c. Terlibat dalam Saturday Class 
d. Terlibat dalam Asosiasi 
e. Menjadi Relawan (Volunteers) 
 
Bentuk Partisipasi 
Masyarakat dalam  
Penyelenggaraan 
Pendidikan Sekolah 
Dasar di Indonesia 
(Masa Depan): 
a. Menjadi Guru 
Pendamping (Tutor) 
b. Terlibat dalam 
Kepanitiaan Sekolah 
c. Terlibat dalam 
Asosiasi Guru dan 
Orangtua 
d. Menjadi Relawan 
(Volunteers) 
e. Membentuk Komite 
Sekolah 
f. Membentuk Asosiasi 
Orangtua dan Anak 
 
 
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah 
Dasar Indonesia (Sekarang): 
a. Memberikan masukan dan pertimbangan 
terhadap program sekolah 
b. Memberikan sumbangan dalam bentuk  
dana/tenaga/pikiran/sarana 
c. Mendukung dan terlibat dalam 
pelaksanaan program sekolah 
d. Mengawasi/mengevaluasi program 
sekolah 
e. Membentuk Komite Sekolah 
f. Membentuk Peguyuban 
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4. Kesimpulan 
Angka partisipasi pendidikan Sekolah Dasar di Jepang cukup tinggi bahkan 
mencapai 100 persen dan merupakan salah satu negara terbaik dalam bidang sains, 
membaca, dan matematika dalam Program for International Student Assessment (PISA) 
pada tahun 2015. 
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah 
Dasar di Jepang dan Indonesia, yakni: a) menjadi Guru Pendamping (Tutor), b) terlibat 
dalam Kepanitiaan Sekolah, c) terlibat dalam Asosiasi Guru dan Orangtua, d) menjadi 
Relawan (Volunteers), e) membentuk Komite Sekolah, dan f) membentuk Asosiasi 
Orangtua dan Anak. 
Unsur-unsur masyarakat  yang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan Sekolah Dasar di Jepang dan Indonesia, yakni: a) orang tua/wali siswa, b) 
tokoh masyarakat, c) alumni, d) anggota komite sekolah, e) pemilik yayasan, f) para ahli, 
dan g) mahasiswa. 
Langkah-langkah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
Sekolah Dasar di Jepang dan Indonesia, yakni: a) penyusunan/membahas/menyepakati 
program, b) membentuk tim kerja/satuan tugas, c) melakukan sharing ide/isu/teknis 
penyelenggaraan kegiatan, d) berkoordinasi dalam program, e) turut merealisasikan 
program sesuai dengan tugas dan kewenangan, f) mengkritisi/memantau/mengevaluasi 
pelaksanaan program, g) menindaklanjuti temuan hasil penilaian, h) terlibat dalam 
penguatan pembelajaran karakter anak (siswa) utama di rumah, i) terlibat dalam proses 
evaluasi dengan memberikan informasi kepada pihak sekolah terkait dengan 
perkembangan anaknya atau bahkan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam 
mendidik ananya di rumah, dan j) menyumbangkan dana pendidikan baik untuk 
pembangunan fisik maupun non fisik seperti kegiatan outdoor yang bernuansa pendidikan 
yang diadakan pihak sekolah. 
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